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KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
NOMOR 2 /PPID-DJPK/V/2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7)
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu
menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang
Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan
dan Perikanan tentang Daftar Informasi Publik Direktorat
Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun
2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 193
Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
390);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);

S. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun
2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 96);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
KELAUTAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
DIKECUALIKAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
KELAUTAN TAHUN 2026.

Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2026
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Pengelolaan
Kelautan ini.

Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan ini berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN

L

MIFTAHUL AUDA




LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

NOMOR 2 /PPID-KKP/V/2026

TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN TAHUN 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

TAHUN 2026

Informasi (berisi informasi

Dasar Hukum Pengecualikan

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi
Publik (berisi uraian

Jangka Waktu

e tertentu yang akan Informasi konsekuensi/pertimbangannya) (disebutkan jangka
dikecualikan) waktunya)
Dibuka Ditutup
1. | Data identitas pelaku usaha UU No. 14 Tahun 2008 Data dapat dibuka dalam | Dapat mengganggu 10 Tahun
Perizinan Pemanfaatan Jenis tentang Keterbukaan hal kepentingan kepentingan perlindungan
Ikan (SIPJI) Informasi Publik Pasal 17 penyelidikan, dari persaingan usaha
huruf b dan huruf h. penyidikan, dan tidak sehat
pemeriksaan di
pengadilan
2. | Dokumen Surat Izin UU No. 14 Tahun 2008 Data dapat dibuka dalam | Dapat menggangu 10 Tahun
Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) tentang Keterbukaan hal kepentingan persaingan dan usaha
Informasi Publik Pasal 17 penyelidikan, yang tidak sehat
huruf h. penyidikan, dan
pemeriksaan di
pengadilan
3. | Data identitas Pelaku Usaha UU No. 14 Tahun 2008 Data dapat dibuka dalam | Dapat mengganggu 10 Tahun
perizinan SAJI dan Rekomendasi | tentang Keterbukaan hal kepentingan kepentingan perlindungan
Informasi Publik Pasal 17 penyelidikan, dari persaingan usaha
huruf b dan huruf h. penyidikan, dan tidak sehat dan dapat
pemeriksaan di mengungkap data pribadi
pengadilan pelaku usaha
4. | Dokumen Surat Angkut Jenis UU No. 14 Tahun 2008 Data dapat dibuka dalam | Terdapat data informasi 10 Tahun
Ikan (SAJI) dalam negeri dan tentang Keterbukaan hal kepentingan pengiriman dan penerima
luar negeri beserta Rekomendasi | Informasi Publik Pasal 17 penyelidikan, serta mengungkap pribadi

huruf b dan huruf h.

penyidikan, dan

pelaku usaha




Konsekuensi/Pertimbangan Bagi

dpenelitian, dan tanda masuk
kegiatan pendidikan)

pemeriksaan di
pengadilan

No Informasi (berisi informasi Dasar Hukum Pengecualikan Publik (berisi uraian Jangka Waktu
tertentu yang akan Informasi konsekuensi/pertimbangannya) (disebutkan jangka
dikecualikan) waktunya)
Dibuka Ditutup
pemeriksaan di
pengadilan
5. | Data pelaku usaha perizinan 1. UU No. 14 Tahun 2008 Data dapat dibuka dalam | Dapat mengganggu 10 Tahun
Pemanfaatan kawasan tentang Keterbukaan hal kepentingan kepentingan perlindungan
Konservasi berupa akta Informasi Publik Pasal 17 penyelidikan, dari persaingan usaha
pendirian usaha dan lokasi huruf b dan huruf h. penyidikan, dan tidak sehat
detail usaha 2. Undang-Undang Nomor 23 | pemeriksaan di
Tahun 2006 tentang pengadilan
Administrasi
Kependudukan
sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013
3. Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor 42 Tahun
2023 tentang
Penyelenggaraan Layanan
Informasi Publik di
Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan
6. | Dokumen Surat Izin Usaha UU No. 14 Tahun 2008 Data dapat dibuka dalam | Dapat mengganggu 10 Tahun
Pemanfaatan Kawasan tentang Keterbukaan hal kepentingan epentingan perlindungan
Konservasi (SIUPKK) Informasi Publik Pasal 17 penyelidikan, dari persaingan usaha
huruf b dan huruf h. penyidikan, dan tidak sehat
pemeriksaan di
pengadilan
7. | Dokumen izin aktivitas UU No. 14 Tahun 2008 Data dapat dibuka dalam | Terdapat data informasi 10 Tahun
Pemanfaatan kawasan tentang Keterbukaan hal kepentingan pengiriman dan penerima
konservasi (karcis masuk PAP, Informasi Publik Pasal 17 penyelidikan, serta mengungkap pribadi
tanda masuk kegiatan huruf b dan huruf h. penyidikan, dan pemohon




Konsekuensi/Pertimbangan Bagi

huruf e angka 1

penyidikan, dan
pemeriksaan di

merugikaan ketahanan
ekonomi nasional

No Informasi (berisi informasi Dasar Hukum Pengecualikan Publik (berisi uraian Jangka Waktu
tertentu yang akan Informasi konsekuensi/pertimbangannya) (disebutkan jangka
dikecualikan) . waktunya)
Dibuka Ditutup
8. | Data identitas pelaku usaha UU No. 14 Tahun 2008 Data dapat dibuka dalam | Dapat mengganggu 10 Tahun
perizinan pemanfaatan pulau- tentang Keterbukaan hal kepentingan kepentingan perlindungan
pulau kecil Informasi Publik Pasal 17 penyelidikan, dari persaingan usaha
huruf b dan huruf h. penyidikan, dan tidak sehat dan dapat
pemeriksaan di mengungkap rahasia
pengadilan pribadi pelaku usaha
9. | Dokumen perizinan UU No. 14 Tahun 2008 Data dapat dibuka dalam | Dapat mengganggu 10 Tahun
Pemanfaatan pulau-pulau kecil tentang Keterbukaan hal kepentingan kepentingan perlindungan
Informasi Publik Pasal 17 penyelidikan, dari persaingan usaha
huruf b dan huruf h. penyidikan, dan tidak sehat dan dapat
pemeriksaan di mengungkap rahasia
pengadilan pribadi pelaku usaha
10. | Data identitas pelaku usaha UU No. 14 Tahun 2008 Data dapat dibuka dalam | Dapat mengganggu 10 Tahun
Perizinan berusaha pemanfaatan | tentang Keterbukaan hal kepentingan kepentingan perlindungan
air laut, Biofarmakologi dan Informasi Publik Pasal 17 penyelidikan, dari persaingan usaha
bioteknologi, produksi garam, huruf b dan huruf h. penyidikan, dan tidak sehat dan
reklamasi, wisata bahari, pemeriksaan di mengungkap data rahasia
pengangkatan BMKT, dan pengadilan pelaku usaha
pengelolaan hasil sedimentasi
laut
11. | Dokumen perizinan berusaha UU No. 14 Tahun 2008 Data dapat dibuka dalam | Dapat mengganggu 10 Tahun
Berbasis Resiko pemanfaatan air | tentang Keterbukaan hal kepentingan kepentingan perlindungan
laut, biofarmakologi Informasi Publik Pasal 17 penyelidikan, dari persaingan usaha
dan bioteknologi, produksi huruf b penyidikan, dan tidak sehat dan
garam, reklamasi, wisata pemeriksaan di mengungkap data rahasia
bahari, pengangkatan BMKT, pengadilan pelaku usaha
dan pengelolaan hasil
sedimentasi laut
12. | Data Lokasi BMKT yang belum UU No. 14 Tahun 2008 Data dapat dibuka dalam | Dapat yang belum 10 Tahun
diverifikasi tentang Keterbukaan hal kepentingan terverifikasi
Informasi Publik Pasal 17 penyelidikan, dikhawatirkan dapat




Informasi (berisi informasi

Dasar Hukum Pengecualikan

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi
Publik (berisi uraian

Jangka Waktu

s tertentu yang akan Informasi konsekuensi/pertimbangannya) (disebutkan jangka
dikecualikan) waktunya)
Dibuka Ditutup
pengadilan
13. | Raw Data Hasil Kegiatan . UU No. 14 Tahun 2008 1. Dapat diberikan Informasi Publik yang 10 Tahun
Monitoring lingkup Ditjen tentang Keterbukaan Laporan berupa data | apabila dibuka dan
Pengelolaan Kelautan Informasi Publik Pasal 17 yang sudah diolah diberikan kepada
huruf b dan huruf h. dan dianalisis Pemohon Informasi Publik
. Undang-Undang Nomor 19 | 2. Dapat dibuka dalam dapat mengganggu

Tahun 2002 tentang Hak
Cipta

hal pepentingan
pemeriksaan perkara
pidana atas perintah
pengadilan

kepentingan perlindungan
hak atas kekayaan
intelektual dan
perlindungan dari
persaingan usaha tidak
sehat

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN,

Ml HUL HUDA




